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Pada hari ini Senin tanggal tiga puluh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga,
bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ANDHYTA FIRSELLY UTAMI : Ketua Umum Perkumpulan Anak Muda Analitis
“Think Policy”, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Perkumpulan Anak Muda Analitis,
berkedudukan di Jalan Tanjung Raya Blok O-
VII/8, RT 004 RW 012, Tanah Sereal, Bogor, ,_

.r;,- AR ‘selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan Tt J
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Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8

Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
P

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

terakhir dengan Peraturan Komisi
tang Perubahan Kelima atas Peraturan
19 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); dan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).

emilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
sebagaimana telah beberapa kali diubah
Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 ten

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 20
Umum, Komisi

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk saling mengikatkan
diri dalam Nota Kesepahaman tentang Sosialisasi dan Penyebaran Informasi
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
KETENTUAN UMUM
Dalam Nota Kesepahaman ini, yang dimaksud dengan Pemilihan Umum yang selanjutnya ;

-




2.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara
bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahuly menerangkan hal-hal sebagai
berikut:

1

bahwa PIHAK KESATU merupakan perkumpulan yang mempunyai maksud dan
tujuan sebagai wadah bagi profesional muda dan masyarakat untuk berkumpul dan
berdiskusi tentang isu di bidang kebijakan publik dan melakukan aktivitas
perkumpulan tapi tidak terbatas dari memberikan pelatihan kebijakan publik bagi
profesional muda dan instansi yang membutuhkan, menyelenggarakan diskusi publik
dan menyelenggarakan diseminasi informasi melalui media online serta
mempromosikan pengambilan kebijakan berbasis data dan logika;

bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan
Pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan
Umum;

bahwa PIHAK KEDUA selaku lembaga penyelenggara Pemilihan Umum
berkepentingan untuk melakukan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum
dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum
kepada masyarakat,;

Bahwa PIHAK KESATU adalah sebuah lembaga yang kredibel dan mampu untuk
melakukan edukasi dan mendiseminasi berbagai informasi dan kebijakan publik
terutama yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum;
bahwa PARA PIHAK memandang perlu untuk membuat suatu nota kesepahaman
untuk mewujudkan sinergi dan komitmen dalam rangka diseminasi serta penyebaran

informasi Pemilihan Umum.
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(4)  Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

'/ Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak
ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan
kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu
PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah,
atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut
secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum
berakhimya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana perubahan dan

pengakhiran Nota Kesepahaman.

(3) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum 4
jangka waktunya berakhir, maka hal tersebut tidak mempengaruhi hak dan kewajiban e
PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan
sebelum berakhimya Nota Kesepahaman ini. '

PASAL 6 w
PEMBIAYAAN '
Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanam Nota Kesepahaman ini almn
dibebankan pada anggaran PARAP!HAKmuddmmumsdmkwf, ' iy
masing dan akan diatur leblh lanj’ut oleh PARAr-PI HAK dala :
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PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan
keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PARA
PIHAK yang selanjutnya disebut sebagai keadaan memaksa (force majeure).

\¢) Keadaan memaksa (force majeure) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini
meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, pandemi, epidemi, situasi
politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan
adanya ketentuan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan hal-hal yang
berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

(3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) waijib
memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai h

dengan alat bukti lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya | J
keadaan memaksa (force majeure). v

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN 8
Dalam hal terjadi perselisihan diantara PARA PIHAK mengenai pelaksanaan Nota

g

Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah m&é" 'c :

mufakat. A4 Sk 'E'_L " \_".."
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PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN
Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman
bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati
dalam Nota Kesepahaman ini.
Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan
sosialisasi dan penyebaran informasi penyelenggaraan Pemilu.
Nota Kesepahaman ini sebagai bentuk komitmen sinergi dan kerjasama antara
PARA PIHAK dalam rangka diseminasi dan sosialisasi informasi Pemilu.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a.
b.

(1)

(2)

(3)

Penyediaan berbagai data dan informasi aktual tentang Pemilu Tahun 2024;
Pengemasan dan pendistribusian materi sosialisasi, pendidikan pemilih, serta
penyebaran informasi Pemilu Tahun 2024;

Penyediaan fasilitasi kegiatan yang dapat digunakan untuk sosialisasi dan
penyebaran informasi penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;

Penyediaan fasilitasi kegiatan diskusi publik terkait isu dan atau substansi yang
digagas oleh kandidat atau peserta Pemilu Tahun 2024; dan

Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4
PELAKSANAAN
Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik
PARA PIHAK.
Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama
yang mengatur rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK,

* 4

dan hal-hal lain yang dipandang periu. = n
Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di : dar
dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengé
tugas, dan fungsi masing-masing PIHAK. ,
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